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PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
~~ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMEDANG
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT

EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

T

. a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 telah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 30 November
2023,

bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat
Nomor 900/Kep.900-BPKAD/2023 Tanggal 22 Desember
2023 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 terdapat koreksi, sehingga perlu ada
penyempurnaarn,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, maka penyempurnaan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati
Sumedang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2024, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang.




Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Murwakarta dan Kabupatenn Subang dengan menguban
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851},
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
womor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomior $421);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

P T

Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor
6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 ientang Frovins:
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6866);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

S Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161},

ar e e e e L nr

T e~ b = e —m ™ g . | o . N1 Ml e
. reiatuiail rEffieliitteul 1vOTGT i1 1aliudll LU LY LClilaity

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Darang Milik Negara/Dacrah (Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubal, teraxhir dengan Teraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembarain Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahain atas Peraturan Pemerintalh Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 62240j);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279},

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323};
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Clatufall remcriintan Noiwoir 35 Tahuin 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ientang fedomain Nengelolaan Barang Milik Daerah {Derita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam
Anggarain rendapatan dan Delanja Daerah dan Tertb
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentaing RKlasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentarnng Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu. Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Alokasi Anggaran untuk
Kegiatan Tertentu, Perubahan Alckasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 910};
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tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Dacrah tentang renjabaran Aliggarail
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 799);
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2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Derubahan atas Deraturai
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2012 Nomor 13});

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumedang tahun 2014-2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 1);

mwor 18 Tahun 2014 LCTilallg riosCaur

Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Produk Hukum Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021 Nomor 1;

43. Peraturan« Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.900-
BPKAD/2023 tanggal 22 Desember 2023 Tentang Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

—

Sumedang Nomor 17 Tahun 2023 Tanggal 30 November
2023 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang.

3. Hasil Pembahasan antara Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengenai Penyempurnan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024, pada tanggal
28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENYEMPURNAAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT

TRArAT TTACT FLTITHMIIATIIMN TATITA T ATY AT
v AL UUDLLINIY U IN UAAYW A i g

Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil Evaluasi
Gubernur Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang ini merupakan bagian yang tidak
terpisatikan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 30 November
2023 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal Desember 2023

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
EDANG

| M

/&. IRWANSYAH PUTRA



